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WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 35TAHUN 2021

TENTANG

MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 51 Undang-Undang
Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta
Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3
Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil
Negara, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota * Lubuklinggau(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tamhbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5464);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 20185 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang’
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah ‘Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1252);

-6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 tahun
2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan
Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di
Instansi Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN TALENTA
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOTA LUBUK
LINGGAU.

BAB I
Ketentuan Umum
Bagian kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubukiinggau.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya '
Manusia Kota Lubuklinggau, yang selanjutnya disingkat
BKPSDM, merupakan aparat yang melakukan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang kepegawaian.

Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah. |

Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalali pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengari perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenilhi syarat
tertentu, - diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat
PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, dam pembinaan
Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN
yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja belakang politik, ras, warna kulit, agama,
asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur,
atau kondisi kecacatan.

Talenta adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat
tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana
suksesi.
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Jabatan' adalah kedudukan yang menunjukkan’
fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

Jabatan Kritikal adalah jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang
diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan
prioritas pembangunan nasional.

Jabatan Target adalah jabatan pimpinan tinggi dan
jabatan administrasi setingkat lebih tinggi yang’
sedang/akan lowong atau jabatan kritikal yang akan
diisi oleh talenta.

Manajemen Talenta ASN Instansi adalah sistem

akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan
talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan
target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja
tertinggi melalui mekanisme  tertentu yang
dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk
memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah Kota.

Kotak Manajemen Talenta adalah bagan yang terdiri
dari 9 (sembilan) kategori yang menunjukkan
sekumpulan Pegawai ASN berdasarkan tingkatan
potensial dan kinerja.

Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis
melalui pemetaan Suksesor yang diproyeksikan
dalam Jabatan Target.

Kelompok Rencana  Suksesi Instansi adalah
kelompok talenta pada masing-masing Instansi
Pemerintah yang berasal dari kotak 9 (sembilan), 8
(delapan), dan 7 (tujuh) yang disiapkan untuk
menduduki jabatan target di lingkungan Intansi
pemerintah Kota.

Akuisisi Talenta adalah strategi mendapatkan talenta
yang dilaksanakan melalui tahapan analisis jabatan
kritikal, analisis kebutuhan talenta, penetapan strategi
akuisisi, identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta,
penetapan kelompok rencana suksesi, serta pencarian
talenta melalui mekanisme mutasi antar instansi.

Pengembangan Talenta adalah strategi pengembangan
karier dan kompetensi talenta melalui ASN Coorporate
University, sekolah kader, tugas belajar, dan bentuk

pengembangan kompetensi lainnya.
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21. Retensi Talenta adalah strategi mempertahankan talenta
melalui pemantauan, penghargaan, dan manajemen
suksesi untuk menjaga dan mengembangkan
kompetensi dan kinerja talenta agar siap dalam
penempatan jabatan.

22. Penempatan Talenta adalah strategi penempatan talenta
yang tepat pada jabatan target di waktu yang tepat.

23. Potensial ~adalah kepemilikan potensi/kemampuan
terpendam (underlying capabilities) yang memungkinkan
talenta untuk mengembangkan dan
menerapkan kompetensi yang diperlukan dalam jabatan
target yang diperkirakan dapat diperankan
melalui assessment center, uji kompetensi, rekam jejak
jabatan, dan pertimbangan lain sesuai ketentuan.

24. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan
keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh
setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas

secara efektif.

25. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah
deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang
diperlukan seorang Aparatur Slpll Negara dalam
melaksanakan tugas Jabatan

26. Kompetensi Telmis . adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan
dengan bidang teknis jabatan.

27. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
' keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan wuntuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

28. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip,
yang harus dipenuhi  oleh setiap pemegang
Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan
peran, fungsi dan Jabatan.



29. Uji Komipetensi adalah pengukuran dan penilaian
kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural
pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Jjabatannya. - ;

30. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh senap ASN
pada organisasi/unit.

31. Penilaian Kinerja adalah pemlalan terhadap kinerja yang
merupakan penggabungan nilai Sasaran Kinerja Pegawai
dan nilai Perilaku Kerja sesuai peraturan perundang-

perundangan.

32. Pemeringkatan Kinerja adalah perbandingan
antara kinerja pegawai ASN dengan pegawai ASN
lainnya dalam1 (satu) unit kerja dan/atau instansi.

33. Rotasi Jabatan (job rotation) adalah pemindahan talenta
secara sistematik dari satu jabatan ke jabatan lain.

34. ASN Corporate University adalah entitas kegiatan
pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai
sarana strategic untuk mendukung pencapaian tujuan
pembangunari nasional dalam bentuk penanganan isu-
isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan
terintegrasi dengan melibatkan Instansi Pemerintah
terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar Instansi

Pemerintah.

35. Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi
yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat
administrator melalui jalur percepatan peningkatan
jabatan.

36. Sistem Informasi ASN Kota Lubuklinggau selanjutnya
disebut SINANAN CAKEP adalah rangkaian informasi
dan data mengenai ~pegawai ASN di lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau yang disusun secara
- sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan
berbasis teknologi.

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan
dalam pelaksanaan dan pengelolaan Manajemen Talenta
di lingkungan Pemerintah Kota dan bertujuan bertujuan
agar Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kota
terselenggara secara efektif dan efisien.



(2) Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi'
pengelolaan talenta pada setiap level jabatan.

(38) Level Jabatan sebagai]mana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional,
dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB II
PENYELENGGARAN MANAJEMEN TALENTA PNS

Pasal 3

(1) Pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah
Kota Lubuklinggau dilaksanakan melalui
penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS.

(2) Manajemen Talenta PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi: '
a. akuisisi talenta;
b. pengembangan talenta;
c. retensi talenta;
d. penempatan talenta; dan
e. pemantauan dan evaluasi.

BAB III
ISI DAN URAIAN MANAJEMEN TALENTA PNS

Pasal 4

(1)Isi dan uraian Manajemen Talenta PNS sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 disusun secara sistematika
sebagai berikut : |
a. Bab I : pendahuluan;

b. Bab II : Penyelenggaran Manajemen Talenta; dan
c. Bab I1I : Penutup.

(2)Isi dan uraian Manajemen Talenta PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
kota ini. .

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

BKPSDM melakukan pengehdélian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Manajemen Talenta PNS di lingkungana
Pemerintah Kota sesuai |dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. : f‘ (
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_ BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal %} okkber 2021

WALI KOTA WUB INGGAU,

' H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal , 33 8<Ober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

(ﬁ\/’

MAN SANI




